SR i v e www? !

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN HEWOKLOANG

Jalan Nomor telp
BAOWUNUT

KEPUTUSAN
CAMAT HEWOKLOANG
Nomor: 2© /SK/KCH/IX/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA NATAL DESA HEWOKLOANG
KECAMATAN HEWOKLOANG |

i CAMAT HEWOKLOANG,

Menimbang : a.  bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana termuat dalam

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan
Dasar Pericapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu
diberikan lzin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bunga Natal di desa
Hewokloang Kecamatan Hewokloang dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah

Tingkat 11 dalam wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan

e Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 200Z Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); |

5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Re'publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4301); |

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.  Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2609 tentang Perlembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarpa Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S0E0);

Undang - Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomaor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5589];

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4863 };

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010({Lembaran Negzva Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturana Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Scbagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2015 Nonior 14 );

MEMUTTUISKAN :

Memberikan Izin Operasionz! Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga . Pos Paud Bunga Natal
Tahun Pembentukan : 2012

Alamat +  Hewoldoang RT 04 f RW 0
Desa :  Hewokloang

Kecamatan :  Hewokloang

Kabupaten :  Sikka

Pemimpin/ Penanggungjawab . Kepala Desa Hewolkloang

Peyelenggara [/ Pengeiola : Maria Marselina




KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu
mempunyai ugas:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pos Pendidikan Anak Usia Dini
{ PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib Ment=ati peraturan perundang -undangan yang berlaku atau yang
aian ditentukan kemudian; dan
3. Wajib membuat laporan perkembangan setiap  bulan berdasarkan
mode] laporan yang ditetapkan;
KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2015

Tembuszan :

1. Bup=ti Sikka di Maumere

2. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT Cq. Kabag Ema pLS Prop. MTT di Kupang
3. Ketua DPRD Kzbupaten Sikka di Maumnere

4. Kepala cabang Dinas PPO Kecamatan Kewapante di Waipare

5. Pertinggal




